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Abstract

This study aims to analyze the harmony in village financial management
in realizing good governance which is seen from the principles of trans-
parency, accountability, and participatory. This research is a qualitative
research using interpretive paradigm with informants namely the Village
Head, Village Secretary, Section Head, Village Consultative Agency, and
Community. The findings indicate that village financial management
starting from the planning, implementation, administration, reporting,
and accountability stages has proceeded in according to the principles of
transparency, accountability and participatory compliance with the laws
and regulations derived from it.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keharmonisan dalam
pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance yang
dilihat dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma in-
terpretif dengan informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala
Seksi, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Temuan menun-
jukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah
berjalan sesuai dengan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan parti-
sipatif yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan turunannya.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri
dari 74.957 desa (Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pas-
al 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa

adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hokum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang un-
tuk mengaturdan mengurus urusan pemerin-
tahan, kepentingan masyarakat setempat ber-
dasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
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dan/atau hak tradisional yang diakui dan di-
hormati dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa
juga sering kali identik dengan masyarakat
yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul
Anwar (2012) dalam Rahmawati; 2015), na-
mun sebenarnya desa memiliki budaya yang
turun temurun dan kearifan lokal yang luar
biasa. Keberadaan desa juga diperkuat den-
gan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang memberikan sebuah
revolusi pada desa untuk dapat mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dana/atau hak tr-
adisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.

Seiring dengan adanya Undang-Undang
ini, pemerintah juga mengguncurkan dana
desa dalam membiayai kegiatan pemerintah
desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (APBN). Adanya
dana desa membuat pendapatan desa semakin
bertambah yang semulanya pendapatan desa
hanya bersumber dari pendapatan transfer
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan
keuangan, dan pendapatan lain-lain. Sehing-
ga membuat Pemerintah Desa untuk berha-
ti-hati dalam bekerja.

Penggunaan pendapatan desa untuk
membiayai kegiatan di desa diharapkan dapat
berpegang teguh pada asas-asas pengelolaan
keuangan desa seperti yang tertera dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuan-
gan Desa yakni keuangan desa dikelola ber-
dasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran. Asas-asas ini merupakan
perwujudan dari good governance. Di mana
good governance adalah sebuah tuntutan dari
publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah
desa dalam rangka pencapaian tujuannya.
Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan tiga
unsur dalam ruang governance agar dapat
bekerja dengan baik yakni pemerintah, sektor

swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Un-
sur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut
fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada
masa yang akan datang diperlukan kerja
sama dari unsur tersebut agar pemerintah be-
nar-benar mampu memerintah (Amiruddin e?
al; 2012)

Dalam rangka menanggapi tuntutan pub-
lik terhadap pemerintah desa dalam men-
ciptakan good governance maka diharuskan
pemerintah desa dapat memperbaiki kinerja
birokrasi yang profesional guna mening-
katkan pelayanan pada publik. Seperti yang
terjadi pada Desa Uma Beringin Kecamatan
Kabupaten Sumbawa, di mana desa ini mer-
upakan desa yang menerima predikat Desa
Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh
Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan maju dalam festival DBIP tingkat
nasional pada tahun 2017 dan menjadi per-
wakilan desa-desa yang ada di Kabupaten
Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
serta berkompetisi dalam festival dengan ke-
giatan Cerdas Tangkas, Gelar Budaya, Sam-
bung Rasa, dan penganugerahan DBIP Award
melawan 5.000 desa dari 34 Provinsi yang
diselenggarakan mulai dari 28 November
2017 — 30 November 2017 di Hotel Lombok
Raya, Mataram, NTB (www.kominfo.go.id).
Adanya hal tersebut diharapkan Pemerintah
Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes
khususnya dan Pemerintah Desa lainnya
dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja
guna menciptakan good governance. Tercip-
tanya good governance juga perlu didukung
dengan keharmonisan hubungan antara pe-
merintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), dan masyarakat dalam setiap
tahapan pengelolaan keuangan desa seperti
yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sum-
bawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pe-
doman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa
tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban yang
dijalankan berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran Adanya kehar-
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monisan antara pemerintah desa, BPD, dan
masyarakat begitu penting agar tidak terjadi
hal-hal yang dapat merugikan semua pihak.
Adapun perbedaan dengan penelitian terda-
hulu antara lain Thomas (2013); Irma (2015);
Nafidah dan Mawar (2015) sebagian besar
menyoroti pengelolaan keuangan desa dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan per-
tanggungjawaban, sehingga untuk meleng-
kapi penelitian terdahulu, peneliti menam-
bahkan tahap penatausahaan dan pelaporan
dalam pengelolaan keuangan desa serta loka-
si penelitian yang berbeda dengan penelitian
sebelumnya yakni dalam penelitian ini ber-
lokasi pada Desa Uma Beringin Kecamatan
Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Penelitian
ini juga melengkapi penelitian terdahulu
yang hanya melihat pengelolaan keuangan
desa dari asas akuntabilitas (Irma (2015);
Nafidah dan Mawar (2015); Indrianasari
(2017)), dan asas transparansi (Amiruddi, et
al (2012; Igsan (2016); Ritongo dan Syam-
sul (2016)), untuk melengkapi penelitian ini
maka peneliti melihat pengelolaan keuangan
desa dari asas akuntabilitas, transparansi, dan
menambahkan asas partisipasi sebagaimana
tercantum dalam Permendagri 113/2014 dan
Perbup. Sumbawa No. 12/2015. Atas dasar
inilah, maka penulis tertarik meneliti tentang
keharmonisan dalam pengelolaan keuangan
desa untuk mewujudkan good governance
baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-
jawaban pada Desa Uma Beringin Kecamatan
Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Adanya tu-
lisan ini diharapkan pengelolaan keuangan
desa pada Desa Uma Beringin Khususnya
dan Desa-Desa lain pada umumnya dapat
berjalan secara maksimal dan mengedepank-
an kebutuhan publik.

2. Kajian Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah
bagian dari agency theory yaitu stewardship
theory yang dikemukakan oleh Donaldson
dan Davis (1991). Teori ini menggambar-
kan situasi di mana para manajemen tida-
klah termotivasi oleh tujuan-tujuan indivi-

du tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil
utama mereka untuk kepentingan organisasi.
Teori tersebut mengasumsikan bahwa adan-
ya hubungan yang kuat antara kepuasan dan
kesuksesan organisasi. Kesuksesan organi-
sasi menggambarkan maksimalisasi utilitas
kelompok principals dan manajemen. Maksi-
malisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya
akan memaksimumkan kepentingan individu
yang ada dalam kelompok organisasi terse-
but.

Stewardship theory berangkat dari pers-
pektif pemikiran akuntansi manajemen yang
banyak didasari teori-teori psikologi dan so-
siologi. Dalam stewardship theory, pengelo-
laan organisasi difokuskan pada harmonisa-
si antara pemilik modal (principles) dengan
pengelola modal (steward) dalam mencapai
tujuan bersama. Stewardship theory dalam
akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola
kepemimpinan dan hubungan komunikasi an-
tara shareholder dan manajemen, atau dapat
pula hubungan antara top manajemen den-
gan para manajer dibawahnya dalam sebuah
organisasi perusahaan dengan mekanisme
situasional yang mencakup filosofis manaje-
men dan perbedaan budaya organisasi, dan
kepemimpinan dalam pencapaian tujuan ber-
sama tanpa menghalangi kepentingan mas-
ing-masing (Anton, 2010).

Implikasi stewardship theory terhadap
penelitian ini, dapat menjelaskan eksisten-
si Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga
yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai
dengan kepentingan publik dengan melak-
sanakan tugas dan fungsinya dengan transpar-
an, akuntabel, dan mengedepankan partisipa-
tif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran dalam pengelolaan keuangan yang
dilakukannya, sehingga tujuan ekonomi, pe-
layanan publik maupun kesejahteraan mas-
yarakat dapat tercapai secara maksimal. Un-
tuk terpenuhinya good gevernance dalam
pengelolaan keuangan desa maka stewards
(manajemen) atau pemerintah desa menger-
ahkan semua kemampuan dan keahliannya
dalam mengefektifkan pengendalian intern
untuk dapat menghasilkan laporan informasi
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keuangan yang berkualitas dan dapat meme-
gang teguh asas transparansi dalam pengelo-
laan keuangan desa.

Indonesia sebagai sebuah negara diba-
ngun di atas dan dari desa, desa merupa-
kan pelopor sistem demokrasi yang otonom
dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah
memiliki sistem dan mekanisme pemerintah-
an serta norma sosial masing-masing. Inilah
yang menjadi cikal bakal sebuah negara ber-
nama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah ka-
wasan otonom memang diberikan hak-hak
istimewa, salah - satunya adalah terkait pen-
gelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan
anggaran desa harus diterapkannya prinsip
transparansi karena desa adalah ujung tom-
bak dari miniatur pemerintahan Republik In-
donesia (Igsan; 2016).

Desa adalah suatu wilayah yang diting-
gali oleh sejumlah orang yang saling men-
genal, hidup bergotong royong, memiliki
adat istiadatnya yang relatif sama, dan mem-
punyai tata cara sendiri dalam mengatur ke-
hidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar
pencahariannya adalah bertani atau nelayan.
Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup da-
lam satu budaya yang relatif homogen, mas-
yarakat desa terikat oleh kesamaan dan ke-
satuan sistem nilai sosial budaya. Mereka
bermasyarakat rukun dan guyub. Karena itu
mereka disebut masyarakat paguyuban (ge-
meinschaft) (Amiruddin, et al; 2012).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah
desa dan desa adat atau disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesat-
uan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepent-
ingan masyarakat setempat berdasarkan pra-
karsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu-
an Republik Indonesia. Undang-Undang ini
juga menjelaskan bahwa yang menjalankan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat ialah pe-
merintah desa yakni kepala desa dibantu oleh

perangkat desa sebagai unsur penyeleng-
garaan pemerintahan desa. Di mana dalam
konteks pengelolaan keuangan desa kepala
desa merupakan pemegang kekuasaan pen-
gelolaan keuangan desa dan mewakili Pe-
merintah Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik desa yang dipisahkan. Kepala desa juga
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) yakni sekretaris
desa, kepala seksi, dan bendahara.

Good governance merupakan tuntut-
an yang wajib dipenuhi oleh negara dalam
rangka mencapai tujuannya. Di mana karak-
teristik good governance dalam pengelolaan
keuangan desa yakni pemerintah desa wa-
jib mengedepankan asas-asas transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif dalam bekerja
guna terpenuhi tuntutan tersebut.

Transparansi merupakan salah satu prin-
sip dari good governance. Transparansi ter-
bentuk atas dasararus informasi yang bebas
atas seluruh proses pemerintahan, lemba-
ga-lembaga dan informasi yang perlu diak-
ses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
dan informasi yang tersedia harus memadai
agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep
transparansi berhubungan erat dengan adan-
ya ketersediaan informasi, kemudahan diak-
ses dan digunakan oleh masyarakat maupun
pemangku kepentingan lainnya.

Namun transparansi tidak hanya sebatas
ketersediaan informasi dan informasi terse-
but dapat di akses oleh publik, namun juga
disajikan (dipublikasikan) dengan tepat wak-
tu. Informasi yang dipublikasikan dengan
tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat
dan berpengaruh dalam pengambilan kepu-
tusan publik terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya yang berhubungan
dengan pengelolaan keuangan daerah (Ri-
tonga dan Syamsul; 2016).Sehingga dalam
konteks transparansi pengelolaan keuangan
desa, pemerintah desa wajib transparan da-
lam bekerja yakni dari tahap perencanaan
hingga pertanggungjawaban. Sehingga dari
pembentukan rancangan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Desa (APBDes) hingga di-
terbitkannya laporan pertanggungjawaban
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harus benar-benar menggambarkan keadaan
sebenarnya. Dalam mencapai transparan-
si tersebut pemerintah desa wajib bersedia
memberikan informasi kepada publik dengan
tepat waktu dan mempertimbangkan kemu-
dahan publik untuk mendapatkan informasi
serta informasi yang diberikan mudah dipa-
hami, benar apa adanya, akurat, memadai,
dan lengkap.

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur
pokok dalam mewujudkan good governance
yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada
saat ini. Akuntabilitas publik masyarakat bah-
wa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik,
baik dalam membuat kebijakan (public poli-
cy), mengatur dan membelanjakan keuangan
negara maupun melaksanakan penegakan hu-
kum haruslah terukur dan dapat dipertanggu-
ngjawabkan kepada masyarakat. Akuntabil-
itas suatu perwujudan kewajiban dari suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung-
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelak-
sanaan misinya. Implementasi akuntabilitas
dilakukan melalui pendekatan strategis yang
akan mengakomodasi perubahan-perubahan
cepat yang terjadi pada organisasi dan sece-
patnya menyesuaikan diri dengan perubahan
tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan
pihak-pihak yang berkepentingan (Kusuma;
2012).

Adanya akuntabilitas dapat dilaku-
kan dengan cara memberikan akses kepada
semua pihak yang berkepentingan untuk ber-
tanya atau menggugat pertanggungjawaban
yang diberikan oleh pemerintah desa baik
pada tingkat program, daerah, maupun mas-
yarakat. Dalam hal ini pemerintah desa diwa-
jibkan mengedepankan asas akuntabel yakni
memberikan pertanggungjawaban kepada
publik baik pada masyarakat, BPD, Pemerin-
tah daerah dan pemangku kepentingan lainn-
ya atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.
namun tidak pada pihak eksternal saja, dalam
struktur kepemerintahan baik atasan kepa-
da bawahan maupun bawahan ke atasan ha-
rus akuntabel dalam bekerja, guna tidak ada
tumpang tindih dalam bekerja.

Adanya perubahan paradigma anggaran

di era reformasi menuntut adanya partisipa-
si masyarakat (publik) dalam keseluruhan
siklus anggaran. Dalam konteks keuangan
desa, untuk menciptakan akuntabilitas kepa-
da publik diperlukan partsipasi Kepala Desa
dan masyarakat dalam penyusunan dan pen-
gawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa. Adanya partisipasi masyarakat mer-
upakan kunci sukses dari pelaksanaan oto-
nomi ditingkat desa karena dalam partisipasi
menyangkut aspek perencanaan dan penga-
wasan anggaran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan
desa semua unsur yang terdapat dalam mas-
yarakat desa perlu berpartisipasi dalam pen-
gelolaan keuangan desa. Di mana unsur-un-
sur tersebut antara lain pemerintah desa,
BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda, dan lain-lain perlu berpartisipasi da-
lam pengelolaan keuangan desa. Unsur-unsur
ini dapat berpartisipasi melalui penyampaian
gagasan dalam pengelolaan keuangan desa
yang digunakan untuk pembangunan desa,
baik berupa pembangunan infrastruktur,
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan
masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113
tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa menegaskan bahwa dalam
pengelolaan keuangan desa terdiri dari beber-
apa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-
jawaban.

Tahap perencanaan dalam pengelolaan
keuangan desa mengulas tentang penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa ta-
hun berkenan yang dilakukan oleh Sekretaris
Desa hingga penyusunan Rancangan APB-
Des yang dilakukan melalui Musrembang.
baik di tingkat dusun maupun desa sehingga
terbentuklah APBDess yang transparan dan
mengedepankan partisipatif. Kemudian Ran-
cangan APBDes dievaluasi oleh Bupati dan
terakhir penetapan APBDes.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan
keuangan desa mengulas bagaimana Kepala



136 Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, September 2018, hlm 131-144

Seksi bertanggung jawab atas kegiatan yang
dilaksanakan. bentuk pertanggungjawaban
perlu juga didukung dengan adanya dokumen
rencana anggaran biaya, buku kas pembantu
kegiatan, surat permintaan pembayaran, per-
nyataan tanggung jawab belanja, dan bukti
transaksi yang telah di verifikasi oleh Sek-
retaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
Tahap pelaksanaan di sini juga menilai seber-
apa jauh pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa melibatkan unsur masyarakat.

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan
keuangan desa menilai bagaimana akunta-
belnya Bendahara Desa baik pada Sekretaris
Desa, Kepala Desa, maupun Pemerintah di
atasnya mempertanggungjawabkan kas desa.
Di mana bentuk pertanggungjawabannya
ialah Bendahara Desa melakukan pencatatan
setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan se-
cara tertib. Pencatatan tersebut menggunakan
buku kas umum, buku kas pembantu pajak,
dan buku bank.

Tahap pelaporan dalam pengelolaan
keuangan desa dalam hal ini ialah menilai
akuntabel dan transparansi pemerintah desa
yang diwakili oleh Kepala desa dalam hal
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDes. kepada Bupati berupa laporan se-
mester pertama dan semester kedua. Seh-
ingga dibutuhkan pertanggungjawaban dan
transparansi anggaran kepada pemerintah
diatasnya.

Terakhir yakni tahap pertanggungjawa-
ban. Dalam tahap ini pemerintah desa berke-
wajiban menjalankan asas akuntabilitas
dan transparansi baik kepada Bupati setiap
tahun anggaran serta diinformasikan kepa-
da masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah di akses oleh
masyarakat. Laporan pertanggungjawaban
tersebut berisi laporan realisasi pelaksanaan
APBDes., laporan kekayaan milik desa, dan
laporan tentang program pemerintah dan pe-
merintah daerah yang dilaksanakan di desa.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskrip-

tif kualitatif, di mana penelitian ini berguna
untuk mengungkapkan atau menemukan apa
yang terjadi dan kemudian membuktikan apa
yang ditemukan, penelitian ini juga untuk
memahami fenomena yang terjadi di mas-
yarakat yang dinilai dari perilaku, persepsi,
dan lain-lain dari informan. Dalam penelitian
ini juga menggunakan paradigma interpretif.
Paradigma interpretif berasal dari pemikiran
Jerman. Fokus paradigma ini adalah pada
bahasa, interpretasi simbol, dan pemahaman
ilmu sosial serta pemikiran manusia. Da-
lam sosiologi, manusia dan sosial memiliki
hubungan saling mempengaruhi secara in-
heren (Darmayasa dan Yuyung, 2015). Kual-
itas teori dalam paradigma ini diukur dari
kemampuannya untuk memaknai serta lebih
cenderung mengungkapkan temuan-temuan
yang ada di masyarakat, sehingga penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis harmoni-
sasi dalam pengelolaan keuangan desa un-
tuk mewujudkan good governance baik dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatau-
sahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter
Iwes Kabupaten Sumbawa. Sehingga infor-
man dalam penelitian ini ialah Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan,
Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi
Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, Badan
Permusyawaratan Desa, Masyarakat yang
berpartisipasi dalam Musrenbang. baik di
tingkat dusun maupun desa.

Adapun teknik pengumpulan data yakni
menggunakan wawancara tidak terstruktur.
Di mana peneliti tidak menggunakan pe-
doman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan terinci, namun secara besar
peneliti berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peratur-
an menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, sehingga satuan kajian da-
lam penelitian ialah mengarah pada perhatian
peneliti yakni mengungkap keharmonisan
Pemerintah Desa dengan, BPD, dan mas-
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yarakat dalam pengelolaan keuangan desa
dalam mewujudkan good governance dari
asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan par-
tisipatif. Penilaian good governance dalam
pengelolaan keuangan desa di nilai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. teknik
analisis data meliputi mereduksi data, meny-
ajikan data, memverifikasi data, dan menarik
kesimpulan

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Sumbawa (2017) Desa
Uma Beringin merupakan desa yang berada
di wilayah Kecamatan Unterlwes Kabupat-
en Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Luas wilayah Desa Uma Beringin mencapai
3,66 KM? dan jarak dari kantor kecamatan
ke kantor desa 1,KM serta memiliki jumlah
penduduk sebesar 2.304 jiwa dengan 1.137
jiwa laki-laki dan 1.167 jiwa perempuan.
Desa ini memiliki 3 dusun yakni Dusun Un-
terGedong, Dusun Uma Beringin, dan Dusun
Uma Kopang. Dengan jumlah aparatur desa
berjumlah 9 orang, ketua RW 8 orang, dan
ketua RT 16 orang. Adapun batas wilayah,
mata pencarian, dan jumlah aparatur desa
disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Batas Wilayah Desa Uma Beringin

Sumber: www.umaberinginsumbawa.desa.kemende-
sa.go.id, 2018

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Uma
Beringin

Sumber: www.sumbawakab.bps.go.id, 2018

Berdasarkan Tabel 2 maka mayoritas mas-
yarakat Desa Uma Beringin menjadi petani
sebanyak 211 kepala keluarga atau sekitar
39%. Sedangkan masyarakat yang bermata
pencarian paling rendah yakni sebagai tukang
jahit sebanyak 4 kepala keluarga dengan pro-
porsi sebesar 1 %. Desa Uma Beringin Ter-
masuk ke dalam kategori Desa Swakarya.
Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa
memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan

produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah
lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain,
adanya pengaruh dari luar sehingga menga-
kibatkan perubahan pola pikir, masyarakat
sudah mulai terlepas dari adat, produktivi-
tas mulai meningkat, sarana prasarana mulai
meningkat, adanya pengaruh dari luar yang
mengakibatkan perubahan cara berpikir. Di
mana terlihat dari mata pencaharian yang
mayoritas adalah bertani. Hasil pertanian
Desa Uma Beringin ialah padi yang selalu di
pasarkan baik dalam daerah Kabupaten Sum-
bawa maupun ke luar Kabupaten Sumbawa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuan-
gan Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen-
gelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa
tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap
tahapan pengelolaan keuangan desa perlu
dilaksanakan secara harmonis oleh pemerin-
tah desa, baik sesama pihak internal maupun
eksternal agar tujuan dari pengelolaan keuan-
gan desa tercapai. Adanya harmonisasi ini
diharapkan mampu menciptakan good gover-
nance dalam pengelolaan keuangan desa.
Dari tahap perencanaan inilah dimulain-
ya sebuah transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif semua elemen dalam pengelolaan
keuangan desa. Di mana Sekretaris Desa Uma
Beringin menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ber-
dasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDes) tahun berkenan. Di mana rancan-
gan ini dibuat berdasarkan aspirasi-aspirasi
baik dari masyarakat Desa Uma Beringin,
tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak-pi-
hak terkait. Sesuai dengan hasil wawancara
bahwa:
“Kita selalu melibatkan masyarakat.
Kita undang semua Perangkat Desa,
RT., RW. Kadus., tokoh agama, to-
koh pemuda” (Suraiman, Kepala Desa
Uma Beringin, lokasi Kantor Desa Uma
Beringin Rabu 31 Januari 2018 Pukul
11.25 WITA).
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Aspirasi-aspirasi ini disampaikan pada saat
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). Dalam tahap Musren-
bangdes. Pemerintah Desa melaksanakan
kegiatan tersebut sebanyak dua kali yakni
Musrenbangdes. Pada tingkat dusun dan
Musrenbangdes. Pada tingkat desa. Hal ini
diperkuat dengan hasil wawancara yakni:
“Pelaksanaan Musrenbang. diadakan
pada tingkat Dusun dulu, setelah itu
kita melaksanakan Musrenbang. di ting-
kat desa. Sebelum kita melaksanakan
Musrenbang. di tingkat Desa, kita men-
gadakan evaluasi kembali hasil Mus-
renbang. tingkat dusun sebelum men-
gadakan Musrenbang. di tingkat desa”
(Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan,
lokasi kediaman Kepala Seksi Pemerin-
tahan Selasa, 13 Februari 2018 Pukul
20.20 WITA).
“Saya selaku Ketua RW (Rukun Warga),
pada saat Musrenbang. tingkat Dusun
dan Musrenbang. tingkat Desa tetap di
undang untuk berdiskusi mengenai pro-
gram apa saja yang akan kita kerjakan
didesaini” (Ishaka, Ketua RW 006 Desa
Uma Beringin, lokasi kediaman Ketua
RW 006 Desa Uma Beringin Sabtu, 20
Februari 2018 Pukul 17.10 WITA).
Adanya Musrebang pada tingkat Desa dan
Dusun ialah bertujuan untuk menyaring
aspirasi masyarakat terkait konsep pemba-
ngunan yang diinginkan oleh masyarakat
itu sendiri. Musrenbang di tingkat Desa
dilakukan untuk mengsinkronisasikan hasil
kesepakatan dalam Musrenbang di tingkat
Dusun serta membahas tentang arah dan
rencana prioritas pembangunan desa selama
5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan
pembangunan desa dan pelaksanaan pem-
bangunan desa (Indrianasari, 2017). Mus-
renbang ini juga berperan untuk mendukung
tugas pemerintah dalam mengenali kebu-
tuhan masyarakat, menyusun agenda dan
prioritas pelayanan, serta mengembangkan
program-program pelayanan sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Nafidah
dan Mawar, 2015).

Perencanaan program dan kegiatannya
Haruslah disusun melalui Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrem-
bangdes). Musrembangdes tersebut merupa-
kan forum pembahasan usulan rencana kegia-
tan pembangunan di tingkat desa berpedoman
pada prinsip-prinsip Perencanaan Pemban-
gunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).
Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan menentukan pembangunan yang akan
dilaksanakan khususnya yang berlokasi di
desa yang bersangkutan (Irma, 2015). Seh-
ingga dengan adanya Musrembang. ini akan
terbentuknya Pemerintah Desa yang trans-
paran, akuntabel, dan mengedepankan asas
partisipatif. Di mana Pemerintah Desa Uma
Beringin melalui Musrenbang. ini dapat trans-
paran mengenai kegiatan dan program yang
akan dilaksanakan. begitu juga dengan asas
akuntabel, adanya Musrenabang. ini mewa-
jibkan Pemerintah Desa Uma Beringin untuk
bertanggung jawab atas apa yang akan dilaku-
kannya kepada publik. Hal tersebut juga di
ikuti dengan asas partisipatif, di mana dengan
adanya Musrenbang. ini yang merupakan wa-
dah tempat menyampaikan aspirasi-aspirasi
dan ide-ide dari berbagai elemen masyarakat
baik itu ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda,
dan lain-lainnya untuk dapat berpartisipasi da-
lam pembangunan desa.

Setelah Musrenbang. selesai di adakan
pemerintah desa mengevaluasi hasil Musren-
bang., di mana yang bertindak dalam evalu-
asi ini ialah Tim Rencana Kerja Pembangu-
nan Desa. Tim ini terdiri atas 11 orang yang
berasal dari Aparatur Pemerintah Desa Uma
Beringin, Anggota BPD, dan perwakilan el-
emen lainnya. Pengevaluasian dilakukan
dengan mempertimbangkan pembangunan
secara prioritas. Sejalan dengan teori stewad-
ship theory, di mana teori ini menggambarkan
situasi para manajemen tidaklah termotivasi
oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditu-
jukan pada sasaran hasil utama mereka untuk
kepentingan organisasi. Hal in1i menunjukkan
bahwa kepentingan publik perlu diutamakan
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dari pada kepentingan individu.

Tidak sampai itu saja sebuah keharmon-
isan terjadi pada perencanaan pengelolaan
keuangan desa, setelah tim ini selesai beker-
ja dan Sekretaris Desa menyusun Rancan-
gan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
(RAPBDes) maka selanjutnya disampaikan
RAPBDes untuk dibahas dan disepakati ber-
sama antara Kepala Desa dan Badan Permusy-
awaratan Desa. Hal ini tercermin sampai saat
ini tidak ada permasalahan yang serius antara
kedua pihak. Kedua belah pihak selalu hidup
rukun, keharmonisan ini membawa suasana
yang tenteram di mata masyarakat.

Setelah RAPBDes ini disepakati oleh
Kepala Desa dan BPD maka disampaikanlah
RAPBDes ini kepada Bupati. Keharmoni-
san ini juga terjadi pada saat adanya evaluasi
yang diberikan oleh bupati atas RAPBDes,
Pemerintah Desa Uma Beringin segera un-
tuk memperbaikinya dan mengevaluasikan
kembali. Sehingga keharmonisan ini tidak
terjalin secara horizontal, namun juga secara
vertikal. Setelah RAPBDes telah di setujui
oleh Bupati maka Sekretaris Desa segera
membuat Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) se-
bagai dasar menjalankan kegiatan dan pro-
gram dalam bekerja.

Dengan berakhirnya tahap perencanaan
dalam pengelolaan keuangan desa yang me-
nimbulkan terbentuknya Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai
dasar dalam bekerja, maka masuklah dalam
tahap selanjutnya yakni pelaksanaan. Dalam
tahap pelaksanaan ini Pemerintah Desa Uma
Beringin menggunakan sumber daya yang
dimilikinya untuk digunakan pada kegiatan
atau program yang bersifat pada pembangu-
nan fisik maupun non-fisik yang berpedoman
pada APBDes tersebut. Dalam tahap pelak-
sanaan ini Pemerintah Desa Uma Beringin
melaksanakan kegiatannya menggunakan
sistem swakelola masyarakat dan menggu-
nakan sumber daya yang berasal dari desa
tersebut hal ini terlihat dari keharmonisan
kehidupan antara masyarakat dan Pemerintah
Desa yang mengedepankan kehidupan ber-

gotong royong. Sewaktu-waktu juga Pemer-
intah Desa Uma Beringin juga menggunakan
tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan/
program yang tidak dapat mereka kerjakan
ataupun tidak terdapat sumber daya manusia
yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.
Terbentuknya transparan dan akuntabel da-
lam pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa di sini terlihat dari pembentukan serta
peran aktif adanya Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pemerik-
saan (PPHP). Di mana TPK di sini merupa-
kan pihak yang akan melaksanakan kegiatan
atau program di Desa Uma Beringin baik itu
fisik maupun non-fisik, sedangkan PPHP di
sini bertugas sebagai pihak yang mengevalu-
asi hasil kerja dari TPK. Hubungan antar Pe-
merintah Desa, TPK. dan PPHP. dapat dilihat
pada Gambar 1.

PEMERINTAH
DESA

4
PANITIA PENERIMA TIM PELAKSANA
_— \
HASIL PEKERJAAN KEGIATAN
Gambar 1.

Hubungan Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Ke-
giatan, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Keterangan:

1. Pemerintah Desa, Badan Permusy-
awaratan Desa (BPD), dan unsur mas-
yarakat menetapkan Tim Pelaksana Ke-
giatan (TPK) dan menyerahkan sumber
daya yang dibutuhkan dalam menjalan
kegiatan yang dilaksanakan TPK.

2. TPK menyampaikan laporan pelaksana
kegiatan beserta bukti transaksi.

3. Pemerintah Desa, Badan Permusy-
awaratan Desa (BPD), dan unsur mas-
yarakat menetapkan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan (PPHP) dan menyerah-
kan laporan pelaksanaan kegiatan ke-
pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP).

4. PPHP mengevaluasi hasil pekerjaan TPK
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5. PPHP menyampaikan hasil evaluasi atas
pekerjaan TPK kepada Pemerintah Desa.

Pembentukan TPK dan PPHP di sini digu-
nakan untuk meningkatkan kepercayaan
publik pada Pemerintah Desa. Di mana an-
ggota TPK dan PPHP itu sendiri berasal dari
masyarakat itu sendiri yang ditunjuk secara
musyawarah serta tetap berkoordinasi den-
gan Kepala Seksi. Hal ini disampaikan oleh
Kepala Seksi Pemerintahan bahwa:

“Jadi untuk pelaksanaan itu ada naman-
va TPK yakni tim pelaksana kegiatan
yvang akan bertugas menjalankan tugas
itu, mereka menjalankan kegiatan pelak-
sanaan proyek di desa. TPK ini dibentuk
secara musyawarah, jadi tidak main tun-
Juk-tunjuk. Namun TPK tetap berkoordi-
nasi dengan kepala seksi” (Muh. Akasha
Hafiz Sekretaris Desa Uma Beringin, Lo-
kasi Desa Uma Beringin Selasa 13 Feb-
ruari 2018 Pukul 08.20 WITA.).

Setelah TPK dan PPHP ditetapkan, maka
mulailah pembangunan dilakukan. Dalam
hal pembangunan seperti hal pembangunan
fisik Pemerintah Desa Uma Beringin selalu
membuat dan memasang papan proyek pada
lokasi kegiatan yang berisi jumlah dana yang
dianggarkan, siapa yang bekerja, dan jenis
kegiatan. Diharapkan dengan adanya papan
proyek ini terciptanya transparansi kepada
masyarakat. Guna mendukung keterbukaan
dan penyampaian informasi secara jelas ke-
pada masyarakat, maka di setiap kegiatan
fisik wajib dilengkapi dengan papan informa-
si kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
Papan informasi tersebut memuat nama ke-
giatan, volume kegiatan, besaran anggaran
dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan
waktu pelaksanaan kegiatan (Irma, 2015).
Hal ini yang sama dipertegas oleh Sekretaris
Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

“Setiap kegiatan pembangunan ada
papan proyek namanya yang tentunya
sebagai media informasi kepada mas-
varakat yang bisa diakses langsung” (A.
Rahmansyah Sekretaris Badan Permusy-
awaratan Desa Uma Beringin, Lokasi

Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Janu-

ari 2018 Pukul 19.45WITA.).

Kepala seksi dalam pelaksanaan kegia-
tan yang dikoordinir olehnya mengajukan
pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ter-
lebih dahulu menyusun dokumen Rencana
Anggaran Biaya (RAB). Pembuatan RAB
ini terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan
pihak TPK oleh Kepala Seksi. Setelah RAB
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disah-
kan oleh Kepala Desa maka kegiatan dapat
dijalankan, karena RAB ini pelaksana ke-
giatan dapat mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. hal
ini selaras dengan teori akuntabilitas bahwa
dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuan-
gan desa perlu adanya akuntabilitas dalam
hal ini pertanggungjawaban Kepala Seksi,
TPK, Bendahara Desa, dan PPHP, agar pen-
gelolaan dana masyarakat yang sangat besar
tersebut dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel. Sehingga hal ini mewajibkan Sek-
retaris Desa selalu memferivikasi data yang
akan ditanda tangani, dikarenakan Sekretar-
is Desa memiliki peran sebagai koordinator
Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD)

Ketika pekerjaan TPK selesai maka se-
lanjutnya Kepala Desa meminta PPHP untuk
mengevaluasi hasil pekerjaan dari TPK. Hal
ini dilakukan agar apa yang diharapkan oleh
masyarakat yang tertuang dalam APBDes
dapat dilaksanakan semestinya. Ketika PPHP
mengeluarkan pendapat tentang keberhas-
ilan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK
maka tahap pelaksanaan dalam pengelolaan
keuangan desa berakhir. Sehingga adanya
transparansi dan akuntabilitas dalam pelak-
sanaan pengelolaan keuangan desa harus be-
nar-benar terjalan, setiap orang berhak untuk
meminta atau mendapatkan informasi terkait
penggunaan keuangan desa. Sehingga peng-
gunaan keuangan desa dapat diawasi oleh
masyarakat agar pembangunan desa dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tahap ketiga dalam pengelolaan keuan-
gan desa ialah tahap penatausahaan, di mana
dalam tahap ini kita dapat melihat bagaima-
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na Bendahara Desa menatausahakan keuan-
gan desa sebagai proses dalam pertanggu-
ngjawaban keuangan desa kepada publik.
Bendahara Desa Uma Beringin melakukan
pencatatan setiap penerimaan dan pengelu-
aran serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib. Pencatatan yang dilaku-
kan oleh bendahara desa selalu berdasarkan
bukti-bukti transaksi antara lain Rencana An-
ggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pem-
bayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab
Belanja, dan lampiran bukti transaksi. Semua
bukti ini di simpan secara baik guna pemer-
iksaan di kemudian hari. Hal ini dipertegas
oleh Bendahara Desa Uma Beringin bahwa:

“Selama ini untuk melakukan pencairan

dana harus ada SPP, RAB, pernyata-

an tanggung jawab belanja, dan kwi-
tansi dulu yang diajukan oleh Kepala

Seksi, baru uangnya dapat dicairkan”

(Khairuddin, Bendahara Desa Uma

Beringin, Lokasi Kantor Desa Uma

Beringin, Selasa, 13 Februari 2018

WITA).

Bendahara Desa mencatat setiap pener-
imaan dan pengeluaran desa menggunakan
buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan,
dan buku bank, baik pencatatan secara manu-
al maupun komputerisasi.Penerapan program
sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa
yang terkomputerisasi dapat mengatasi per-
masalahan terkait pengelolaan dana desa. hal
ini didukung dengan adanya aplikasi Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES), yang memu-
dahkan Bendahara Desa dengan mudah dan
cepat dalam bekerja. Hasil pencatatan ini se-
lalu dilaporkan kepada Sekretaris Desa dan
Kepala Desa setiap awal bulan, sebagai ben-
tuk pertanggungjawaban Bendahara Desa ke-
pada Sekretaris Desa dan Kepala Desa.Den-
gan adanya pertanggungjawaban ini maka
terciptalah akuntabilitas antar pihak internal
dan berjalannya tugas-tugas pihak internal
tersebut sesuai dengan aturan yang ada, baik
itu Undang-Undang maupun turunannya.

Hasil pencatatan penerimaan dan penge-
luaran serta didukung oleh bukti-bukti tran-
saksi yang telah dilaksanakan oleh Bendahara

Desa menjadi acuan dalam pembuatan lapo-

ran realisasi pelaksanaan APBDes kepada

Bupati oleh Kepala Desa.hal ini disampaikan

oleh Kepala Desa Uma Beringin bahwa:
“Kami selalu membuat dan melapor-
kan realisasi pelaksanaan APBDesa ke-
pada bupati setiap enam bulan sekali”
(Suraiman, Kepala Desa Uma Beringin,
Lokasi Kantor Desa Uma Beringin Rabu,
14 Februari 2018 Pukul 9.30 WITA.).

Pembuatan laporan ini sudah menggu-
nakan sistem komputerisasi yang mana peng-
gunaannya telah dimulai pada tahun 2017.
Sistem komputerisasi ini akan memberi
kemudahan kepada aparat desa mulai dari
perencanaan, pencatatan secara akuntansi
sampai membuat laporan keuangan semes-
teran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan
akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat
dan transparansi pengelolaan dana desa (Is-
mail, et al. 2016). Dalam hal ini laporan
realisasi pelaksanaan APBDes yang disam-
paikan kepada Bupati terdiri atas dua laporan
yakni laporan semester perama dan laporan
semester akhir tahun. Laporan pelaksanaan
APBDes secara berkala ini merupakan per-
wujudan akuntabilitas Pemerintah Desa Uma
Beringi kepada Pemerintah di atasnya.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan Re-
publik Indonesia (2007) menyatakan bahwa
akuntabilitas merupakan perwujudan kewa-
jiban untuk mempertanggungjawabkan ke-
berhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Maka
diperlukan suatu media pertanggungjawa-
ban yang dilaksanakan secara periodik. Hal
ini mempermudah Pemerintah Daerah untuk
mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa. Be-
ban APBDes sebagai akibat dari pengeluaran
desa memerlukan adanya rancangan berkai-
tan dengan peraturan desa yang membahas
APBD Desa yang di tetapkan dalam peratur-
an desa. Kepala desa harus membuat laporan
kepada Bupati atau Walikota setiap akhir ta-
hun anggaran. Untuk menjamin akuntabilitas
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dalam Pengelolaan keuangan desa, harus dia-
tur berbagai regulasi yang jelas (Meutia dan
Liliana, 2017).

Dalam hal pertanggungjawaban penggu-
naan dana yang dibebankan kepada Kepala
Desa, Kepala Desa Uma Beringin telah mem-
pertanggungjawabkan kepada publik sesuai
peraturan yang berlaku. Kepala Desa Uma
Beringin menyampaikan laporan pertanggu-
ngjawaban kepada Pemerintah Daerah dan
yang terdiri atas laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDes tahun angga-
ran berkenan, laporan kekayaan milik desa
per 31 Desember tahun anggaran berkenan,
dan laporan tentang program pemerintah
dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di
desa. Laporan pertanggungjawaban ini sela-
lu diperiksa oleh pihak inspektorat. Semua
Perangkat Desa Uma Beringin yang terlibat
dalam pengelolaan keuangan desa mengi-
kuti pemeriksaan yang dilakukan oleh in-
spektorat. sehingga pengelolaan keuangan
yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang
harus dipenuhi oleh setiap organisasi demi
kelangsungan hidup organisasi tersebut. Da-
lam upaya mewujudkan suatu organisasi
yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar (Darmada, et a/.2016).

Pertanggungjawaban yang serupa juga
dilakukan oleh Kepala Desa kepada kepada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
masyarakat Desa Uma Beringin. Kepala desa
bertanggung jawab kepada Badan Permusy-
awaratan Desa sebagai bentuk pertanggung-
jawaban politik kepada lembaga pengawal
pemerintahan desa dengan menyampaikan
laporan keterangan pengelolaan keuangan
desa. Kepala desa juga bertanggung jawab
kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung-
jawaban administratif (Supriadi, 2015). Hal
ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
bahwa:

“Selama ini pertanggungjawaban yang

dilakukan oleh desa tentunya sesuai ke-

giatan masing-masing kepala seksi” (A.

Rahmansyah Sekretaris Badan Permusy-

awaratan Desa Uma Beringin, Lokasi

Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Janu-

ari 2018 Pukul 19.47 WITA.).

Hal ini dilakukan demi menjaga transparan-
si dan akuntabel anggaran yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa selaku pengelola dana.
Bentuk transparansi dan akuntabel angga-
ran ini ialah penyampaian laporan pertang-
gungjawaban kepada publik melalui forum
dan membagi laporan pertanggungjawaban
tersebut secara tertulis dalam forum terse-
but. Tidak berhenti di situ saja Pemerintah
Desa Uma Beringin dalam menyampaikan
pertanggungjawaban juga menggunakan me-
dia seperti papan informasi yang berada di
Kantor Desa Uma Beringin, Baliho yang dil-
etakkan di depan Taman Kerato Desa Uma
Beringin, dan Melalui website desa.

Jadi dalam tahap pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan desa, Pemerintah
Desa Uma Beringin telah transparan baik
kepada pemerintah Daerah, BPD maupun
kepada masyarakat Desa Uma Beringin,
baik penyampaiannya secara lisan mau-
pun tulisan. Dalam mendukung pencapaian
goodgovernancemasyarakat sebagai salah
satu alat untuk mendorong berjalannya prin-
sip-prinsip goodgovernance. Segala sesuatu
yang berhubungan dengan masyarakat harus
dibuat secara terbuka. Goodgovernance juga
sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah
atas amanah yang diberikan masyarakat akan
sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih,
transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan hal
ini stewardship theory juga menegaskan bah-
wa pemilik sumber daya (principals) mem-
percayai pengelolaan sumber daya tersebut
kepada pihak lain (steward) yang lebih mam-
pu dan siap. Di mana eksistensinya pemerin-
tah daerah maupun pusat menyerahkan oto-
nomi daerah kepada pemerintah desa dalam
mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya
otonimi daerah ini juga mewajibkan pemerin-
tah desa untuk akuntabel dalam pengelolaan
sumber daya baik kepada pemerintah daerah
maupun kepada masyarakat.Pemberian oto-
nomi daerah seluas-luasnya berarti pembe-
rian kewenangandan keleluasaan (diskreksi)
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kepada daerah untuk mengelola dan meman-
faatkansumber daya daerah secara optimal.
Agar tidak terjadi penyimpangan danpenye-
lewengan, pemberian wewenang dan kelelu-
asaan yang luas tersebut harusdiikuti dengan
pengawasan yang kuat (Thomas, 2013).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian
di lapangan mengenai pengelolaan keuangan
desa pada Desa Uma Beringin mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatau-
sahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,
telah berjalan sesuai dengan apa yang dite-
gaskan dalam Undang-Undang dan peraturan
turunannya yakni transparan, akuntabel, dan
partisipatif. Hal ini terlihat dari proses peren-
canaan yang selalu mendengar aspirasi mas-
yarakat yang dilakukan pada saat Musren-
bang baik pada tingkat dusun maupun desa.
Begitu juga pada tahap pelaksanaan Pemerin-
tah Desa Uma Beringin selalu bekerja secara
swakelola dan menggunakan sumber daya
lokal hingga pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan (PPHP) yang berasal dari Pemer-
intah Desa dan masyarakat. Tahap selanjutn-
ya yakni penatausahaan yang dilakukan oleh
Bendahara Desa, di mana Bendahara Desa
selalu  mempertanggungjawabkan peker-
jaannya setiap awal bulan kepada Sekretaris
Desa dan Kepala Desa. Tahap keempat yakni
pelaporan Kepala Desa Uma Beringin ke-
pada Bupati Sumbawa tentang pelaksanaan
APBDes secara semesteran maupun tahunan.
Terakhir tahap pertanggungjawaban, di mana
kepala desa selaku yang diberikan amanat
sebagai pengguna dana selalu transparan dan
akuntabel, hal ini tercermin dengan adanya
pertanggungjawaban yang diberikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati Sumbawa mau-
pun masyarakat Desa Uma Beringin secara
tertulis dan media informasi seperti papan
pengumuman, baliho, dan website desa.
Adapun keterbatasan penelitian ini ialah pada
informan yang hanya terbatas pada lingkup
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Per-
musyawaratan Desa, Kepala Seksi, Benda-

hara, dan Masyarakat. Penelitian selanjutnya
dapat menambah informan yakni dari Pe-
merintah Daerah. Penelitian selanjutnya juga
dapat menganalisis desa-desa lainnya serta
tidak hanya menilai dari asas-asas transpar-
ansi, akuntabilitas, dan partisipatif, namun
juga dari asas-asas lain seperti efektivitas dan
efisiensi keuangan desa.
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